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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian dan analisis dalam penulisan hukum ini, penulis 

menyimpulkan : 

Pemberian assessment kepada korban penyalahgunaan narkotika harus 

memiliki dasar hukum yang jelas sehingga tidak menimbulkan bumerang 

bagi institusi yang mengeluarkan assessment, dan pertimbangan penyidik 

ada pada Pasal 54 dan 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 

tentang Narkotika, SEMA No.: 04 Tahun 2010, dan Peraturan Bersama 

Menteri dan Kapolri. Kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam 

pemberian assesment, selain kendala yang dihadapi penyidik adalah waktu 

dan anggaran. Pasal 75 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika menjelaskan kewenangan BNN dalam melakukan penyidikan, 

dan penyidik mendapatkan dukungan penuh keuangan dalam mengungkap 

perkara, termasuk dalam memberikan assessment ditegaskan dalam 

Peraturan Bersama BAB VI Pembiayaan Pasal 14 angka 4, Biaya 

pelaksanaan assessment yang dilakukan oleh Tim assessment Terpadu 

dibebankan pada anggaran Badan Narkotika Nasional, dan Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Bandan 

Narkotika Nasional Bagian Ketiga  Pasal 3 huruf c Penyusunan 

perencanaan, program dan anggaran BNN. Kebijakan Kepala Kepolisian 
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Republik Indonesia mengeluarkan Surat Telegram Nomor 

STR/701/VIII/2014 tanggal 24 Agustus 2014 tentang tempat yang dapat 

digunakan untuk pelaksanaan assessment yaitu tempat rehabilitasi korban 

tindak pidana narkotika, Surat Telegram Rahasia Nomor 865/X/2015 

tertanggal 26 Oktober 2015 untuk pelaku tindak pidana narkotika tidak 

dilakukan penahanan, dan adanya surat pernyataan atau permohonan dari 

keluarga tersangka bahwa tersangka akan menjalani rehabilitasi medis atau 

sosial untuk penyembuhan, dan peran keluarga sangat besar untuk 

membantu penyembuhan tersangka.  

B. Saran 

Polda D.I.Yogyakarta mempunyai tanggungjawab cukup besar 

dalam pemberantasan,penanggulangan, penindakan tindak pidana narkotika 

di Provinsi Yogyakarta, karena selain merupakan  kota wisata dan kota 

pelajar, di D.I.Yogyakarta banyak orang berkumpul dari segala penjuru 

dengan kepentingan yang berbeda. Meningkatnya kasus narkotika, tidak 

luput dari kuatnya peredaran narkotika disertai banyaknya pengguna 

narkotika di D.I.Yogyakarta. Peran Polda D.I.Yogyakarta dalam 

menanggulangi tindak pidana narkotika, diperlukan pertimbangan dalam 

memberikan assessment. Kebutuhan yang sangat mendesak terhadap 

perubahan dan revisi undang-undang tersebut tidak lain untuk 

meningkatkan penegakan hukum agar kejahatan yang lebih maju atau pesat 

dapat antisipasi oleh penegak hukum, baik Polri, BNN, Jaksa, Hakim. Polri 

sebagai ujung tombak juga diharapkan mampu sebagai polisi yang 
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professional, masa kini, modern, terpecaya, mandiri dengan anggaran,dan 

kewenangan. Kelemahan di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika, bisa dilengkapi dengan perbaikan atau dengan 

tambahan, baik di undang-undangnya sendiri atau dari kementerian terkait 

sehingga mampu menjadi peraturan yang diharapkan oleh masyarakat 

Indonesia.  
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